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 Arah dan Pengembangan Industri Halal di Kemenperin 

Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Industri, terkait dengan 
bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong 
yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal; 

Fasilitasi Halal bagi Industri Kecil dan Menengah;  

Pembentukan Kawasan Industri Halal; dan 

Tugas lainnya terkait penyelenggaraan JPH sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing. 

I 
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Sertifikasi 
Halal 

•Tahun 2010 - 2015 telah dilakukan fasilitasi 
sertifikasi halal kepada 1.283 IKM 

 

 

Zona Industri 
Halal 

• Seiring besarnya permintaan produk halal, sebagai langkah 
awal, Kementerian Perindustrian akan melakukan uji coba 
dengan membuat zona industri halal yang sudah mapan 
sebagai percontohan yakni di Pulau Jawa karena di wilayah ini 
sudah banyak kawasan industri. 

Program Kegiatan Kemenperin Terkait Halal 
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NAWACIT

A 

3 (tiga) Nawacita terkait dengan Kementerian Perindustrian, antara lain: 

• Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; 
• Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 
• Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

Kebijakan Prioritas Industri Nasional 

Peningkatan Daya Saing  dan 

Produktivitas  Peningkatan efisiensi 

teknis,  penguasaan IPTEK dan 

inovasi,  penguasaan dan 

pelaksanaan  pengembangan produk 

baru, dan  penggunaan faktor input 

Penumbuhan Populasi Industri 

9000 industri besar dan sedang 

20.000 industri kecil 

Pengembangan Perwilayahan  

Industri di luar pulau Jawa  14 

Kawasan Industri (KI) dan 

22 Sentra Industri Kecil dan  

Menengah (SIKIM) 

Arah Kebijakan dalam 

RPJMN 2015-2019 

1 

2 

3 

Kebijakan dan Regulasi untuk Mendukung 

Pengembangan Halal Value Chain II 
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 Potensi sumber daya alam Indonesia yang besar memberikan peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri 

 Populasi Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi hasil industri. Selain itu, Indonesia merupakan populasi muslim terbesar  

di dunia sebesar 222 juta jiwa, yang merupakan pasar potensial untuk produk halal 

 Produk halal sudah dipahami sebagai produk yang terjamin kebersihan, kesehatan dan kualitasnya, selain merupakan kewajiban bagi 

setiap muslim dalam mengkonsumsi suatu produk. 

 Proses sertifikasi halal belum optimal seiring pesatnya kebutuhan akan produk halal, yang mengganggu/menghambat kenyamanan,  

keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakannya 

 Belum tersedia infrastruktur industri (zona/kawasan industri) yang memberikan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan halal  

serta kemudahan dalam menjalankan usaha industri yang memproduksi produk halal, dari bahan baku hingga distribusi 

 Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah  untuk mengatur tata cara investasi infrastruktur bagi pelaku usaha  yang sesuai  

persyaratan halal dan perwilayahan industri sehingga dapat meningkatkan daya saing kawasan dan pertumbuhan industri halal yang  

berpeluang untuk menangkap pangsa pasar dalam negeri dan pasar ekspor dunia 

CPO & CPKO 

(30 juta ton)  
No.1 di Dunia 

Lada 
(88 ribu ton) 

No.3 Di Dunia 

Kakao  
(450 ribu ton)  
No.3 di Dunia 

Rumput Laut  
(273 Ribu ton)  
No.1 di Dunia 

Kelapa  
(3,3 Juta ton)  
No.1 di Dunia 

Ikan & Udang  
(10,5 Juta ton)  
No.2 di Dunia 

Jagung  

(16,72 Juta Ton) 

Impor  

(3,2 Juta Ton) 

Kedelai  

(2,67 juta Ton) 

Impor  

(2,16 Juta Ton) 

Ubi Kayu  

(24 Juta Ton) 

Impor  

(0) 

Daging  

(594 ribu Ton) 

Impor  

(69 ribu Ton) 

Gula  

(5,88 Juta Ton) 

Impor  

(2,86 Juta Ton) 

Beras  

(30,13 juta Ton) 

Impor  

(537 ribu Ton) 

Latar Belakang Kawasan Industri Halal 
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Peran Regulasi JPH dalam Mengembangkan Industri Produk Halal II 

• Meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan 
industri produk halal yang signifikan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 

• Mendorong terbangunnya struktur ekonomi produk 
halal yang kokoh 

• Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam membangun 
industri produk halal 
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1. Sertifikasi halal sudah diwajibkan pada tahun 2019,  

maka jaminan lokasi usaha untuk investasi di industri  

halal yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal  

sangat dibutuhkan, selain upaya untuk meningkatkan  

daya saing kawasan pada tingkat ASEAN dan Asia  

sebagai basis produksi dan logistik halal 

2. Industri mendapatkan perlakuan khusus dalam proses 

sertifikasi produk halal yang selama ini dikeluhkan 

3. Sebagai pedoman perencanaan pengembangan dan  

pengelolaan zona halal di kawasan industri, serta  

penilaian penetapan zona halal di kawasan industri  

oleh Pemerintah yang menjamin investasi 

4. Koordinasi lebih strategis dan intensif dalam 

pembinaan dan pengembangan produk halal 

5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 

produk halal yang terjamin kualitasnya dari bahan  

baku hingga  distribusi, serta kepercayaan pelaku  

usaha / calon investor atas kemudahan memperoleh  

lokasi berusaha untuk produksi produk halal 

Kemenperin 
Pembinaan Pelaku  

Usaha 

BPJPH 
Kemenag:  
Sertifikasi  

Produk Halal 

MUI: 
Penyiapan  
Auditor  
Halal,  

Akreditasi  
LPH, 

Penetapan  
Fatwa Halal 

Badan  
POM: 

Pemeriksaan,  
Pengujian,  

dan    
Pengawasan  
Produk Halal 

KAN,  
BSN,  
BNSP: 
Standard,  
Akreditasi  

dan  
Sertifikasi 

Kemendag 
: Peredaran  
Barang dan  

Jasa 

BKF 
Kemenkeu:  
Perumusan  

Fasilitas  
Fiskal 

DJBC 
Kemenkeu:  
Pengawasan  

Lintas  
Barang 

DJPB 
Kemenkeu:  

Tarif dan  
Pengelolaan  

Keuangan  
BLU Halal 

Kementan,  
KKP: 

Pengendalian  
Bahan Baku  
Pangan dan  

Hewan 

Kemenkop  
dan  

UMKM: 
Pembinaan dan  
Pengembangan  

UMKM 

Pemda:  
Pengembangan 
Potensi  Daerah 
dan  Monitoring 

LPH: 
Pengujian  

dan    
Pemeriksaan  
Produk Halal 

Urgensi Penyusunan Draft Peraturan 

Menteri Perindustrian 
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Dukungan Infrastruktur bagi Pengembangan Industri Halal III 

Menyediakan kebutuhan lokasi untuk industri halal dengan sistem jaminan produk halal  

mencakup pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan  

distribusinya. Hasil industri dari pabrik yang berlokasi di kawasan industri halal merupakan  

produk halal yang telah bersertifikasi 

Kawasan industri halal adalah sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang 

dirancang  dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan 

produk-produk  halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal 

Sesuai standar kawasan industri, dan kriteria kawasan industri, yaitu  memiliki: 

1. manajemen kawasan industri halal 

2. laboratorium pemeriksaan dan pengujian produk halal 

3. sistem pengelolaan air bersih, air limbah sesuai persyaratan halal 

4. tenaga kerja terlatih dan semi terlatih dalam jaminan produk halal 

5. pembatas kawasan industri halal 

Penetapan diharapkan  

dilakukan pada awal tahun  

2019 dengan 

memperhatikan  kesiapan 4 

pengelola kawasan  industri. 

Kawasan industri  halal 

bersifat sukarela dan  bukan 

diperuntukan bagi  kawasan 

industri kecil dan  menengah 

Terdapat 4 calon  zona 

halal di  kawasan 

industri  Modern 

Cikande,  Pulogadung 

Jakarta,  Batamindo, 

dan  Bintan Inti 

Konsep Pengembangan Kawasan Industri Halal 
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Substansi Rancangan Peraturan Menteri 

 

Draft PERMENPERIN 

BAB TENTANG 

I UMUM 

 

II 
BENTUK KAWASAN  

INDUSTRI HALAL 

III KRITERIA 

 

IV 

 

EVALUASI PENETAPAN 

V JANGKA WAKTU 

VI FASILITAS 

VII KEWAJIBAN 

VIII SANKSI 

IX PENUTUP 

KRITERIA INDIKATOR CARA PENGUKURAN 

1. Memiliki manajemen 

Kawasan Industri Halal 

Memiliki struktur organisasi yang mengelola secara khusus 
Kawasan Industri Halal dengan deskripsi pekerjaan yang jelas 

 Dokumen legal 
 Survey lapangan 

Memiliki standar operasional prosedur tentang manajemen mutu 
halal minimal dalam bidang: air bersih, logistik,dan limbah 

 Dokumen legal 
 Survey lapangan 

Memiliki kantor manajemen kawasan industri halal atau rencana 

pembangunan kantor manajemen kawasan industri halal dengan  

fasilitas minimal: ruang pelayanan sertifikasi halal; ruang  

manajemen dibidang halal; dan ruang staf dibidang halal 

 Survey lapangan 

2. Memiliki atau 

bekerjasama dengan  

laboratorium untuk  

pemeriksaan dan  

pengujian halal 

Laboratorium pemeriksaan dan pengujian halal wajib: dilengkapi 

peralatan yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan  

pengujian halal yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi  

Nasional); dan bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal  

(LPH) 

 Dokumen legal 

 Survey lapangan 

3. Sistem pengelolaan air 

bersih sesuai dengan  

persyaratan halal 

Memiliki Sertifikat Produk Halal untuk air bersih yang disediakan 

oleh kawasan industri dan dikeluarkan oleh lembaga yang  

berwenang 

 Dokumen legal (Sertifikat 

Halal) 
 Survey lapangan 

4. Memiliki sejumlah 

tenaga kerja yang  

terlatih dan semi  

terlatih dalam jaminan  

produk halal 

Jumlah tenaga manajerial yang mendapatkan pelatihan sistem 

jaminan halal sebanyak minimal 1 (satu) orang; dan jumlah   

tenaga staf yang mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal  

sebanyak minimal 1 (satu) orang 

 Dokumen legal (SOP, 

deskripsi tugas, sertifikat  

pelatihan, sertifikat  

kompetensi) 

 Survey

lapangan  (sampling 

pada tenaga  kerja yang 

bersangkutan) 
5. Memiliki pembatas 

Kawasan Industri Halal 
Pembatas Kawasan Industri Halal berupa: bangunan; fisik alam; 
atau pembatas lain yang dapat dilihat 

 Survey lapangan 
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Fasilitas, Kewajiban, Sanksi 

1. Fiskal: industri yang berada di dalam kawasan industri halal mendapatkan fasilitas fiskal sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan (PMK Nomor 105 Tahun 2016, dsb) 

2. Non-fiskal berupa: 

a. Pelayanan terpadu dalam proses ekspor/impor bahan baku/produk halal 

b. Fasilitas bantuan proses sertifikasi halal, bagi industri yang akan berlokasi di dalam kawasan industri halal 

c. Helpdesk dan layanan sertifikasi produk tidak akan masuk dalam antrean reguler, mempunyai loket tersendiri  

dan jalur khusus 

d. Jaminan halal bahan baku dan produk yang keluar dari kawasan industri halal 

3. Kewajiban, menyampaikan laporan tertulis tiap tahun kepada Dirjen PPI meliputi: 

a. pelaksanaan kegiatan manajemen Kawasan Industri Halal. 

b. perkembangan perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri Halal; 

c. perkembangan infrastruktur di Kawasan Industri Halal; 

d. perkembangan kepemilikan atau kerjasama laboratorium pengujian produk halal; dan 

e. informasi lainnya yang diperlukan 

4. Sanksi, peringatan tertulis apabila tidak melaksanakan kewajiban, serta pencabutan status kawasan industri halal  

apabila tidak menjalankan standar kawasan industri dan kriteria yang dipersyaratkan dengan baik 
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Analisis Dampak Kebijakan Kawasan Industri Halal 

 Belum memiliki masterplan pengembangan industri halal 

 Proses sertifikasi halal belum optimal seiring pesatnya kebutuhan akan produk halal,  

yang mengganggu/menghambat kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian  

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsinya 

 Belum tersedia infrastruktur industri (zona/kawasan industri) yang memberikan sarana  

dan prasarana yang memenuhi persyaratan halal serta kemudahan dalam menjalankan  

usaha industri yang memproduksi produk halal, dari bahan baku hingga distribusi 

 Penerapan teknologi konvensional pada industri yang berdampak daya saing kurang 

 Penyediaan infrastruktur belum masif seperti LPH yang terakreditasi, serta SDM  

profesiona di bidang sertifikasi dan jaminan produk halal 

 Sedikitnya bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan sertifikat halal yang berkaitan  

dengan industri, logistik, dan zona halal 

 Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah sebagai bahan baku industri 

 Populasi muslim terbesar di dunia sebesar 222 juta jiwa 

UU 18/2012 ttg Pangan, UU 3/2014 ttg Perindustrian, PP 142/2015 ttg Kawasan  

Industri, UU 33/2014 ttg Jaminan Produk Halal, dan dalam penyusunan PP  

pelaksananya, serta terbentuknya BPJPH yang melaksanakan penyelenggaraan jaminan  

produk halal 

 Bonus demografi memungkinkan untuk pemanfaatan maksimal dari sumber daya alam  

dan menciptakan SDM yang berkualitas dalam penciptaan produk halal, maupun  

profesional di bidang sertifikasi dan jaminan produk halal 

 Terdapat puluhan juta IKM dan UMKM yang dapat menyediakan pangan dan produk  

halal yang menjangkau masyarakat luas 

 Terdapat puluhan perguruan tinggi yang memiliki laboratorium dengan potensi dapat  

menjadi Laboratorium Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi 

 Besarnya potensi pasar halal baik di negara-negara dengan mayoritas populasi muslim,  

dan potensi di negara lainnya yang masyarakatnya memahami bahwa produk halal  

sebagai produk yang terjamin kebersihan, kesehatan dan kualitasnya 

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk halal yang terjamin  

kualitasnya dari bahan baku hingga distribusi, serta kepercayaan pelaku usaha /  calon  

investor atas kemudahan memperoleh lokasi berusaha untuk produksi produk halal 

 Sertifikasi halal sudah diwajibkan pada tahun 2019, maka jaminan lokasi usaha untuk  

investasi di industri halal yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal sangat  

dibutuhkan, selain upaya untuk meningkatkan daya saing kawasan pada tingkat ASEAN  

dan Asia sebagai basis produksi dan logistik halal 

 Sudah terdapat 4 calon zona halal di kawasan industri Modern Cikande, Pulogadung  

Jakarta, Batamindo, dan Bintan Inti yang sudah melakukan kerjasama pada berbagai  

pihak terkait pengembangan infrastruktur dan layanan sertifikasi halal 

Negara-negara ASEAN telah sadar untuk memperkuat status sebagai produsen pangan  

dan produk halal seperti Malaysia dan Thailand 

 FTA dan MEA menyebabkan industri dalam negeri harus bersaing dengan industri  

negara mitra, apabila pengelolaan industri halal tidak ditangani dengan baik maka  

pangsa pasar yang besar ini akan diambil alih oleh negara lain yang telah siap 

 Belum diakuinya sertifikasi halal yang tidak diakreditasi pada cakupan negara/pasar  

yang lebih besar, maka produk-produk industri tidak akan diserap pasar 

 Belum terciptanya kolaborasi antara industri, lembaga sertifikasi, dan pemerintah agar  

mendukung iklim produk halal 

 Beberapa negara telah memiliki pedoman perencanaan pengembangan dan  

pengelolaan zona halal di kawasan industri, serta penilaian penetapan zona halal di  

kawasan industri oleh Pemerintah yang menjamin investasi 
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    Upaya Ditjen IKM Untuk Membantu IKM Memproduksi produk Yang Higienis, 
Aman, dan Halal 

Penerapan Sistem Keamanan Pangan dan Berkualitas Melalui Penerapan 
Good Manufacturing Practices (GMP), Hazard Analytical Critical Control 
Point (HACCP),  dan Standard Nasional Indonesia (SNI) 

Penggunaan Mesin Peralatan Yang Sesuai Standar 
Keamanan Pangan Melalui Fasilitasi Mesin/Peralatan dan 
Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan 

Fasilitasi Bimbingan/ Sosialiasi dan Sertifikasi Halal  

I 

II 

III 
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5.3. Fasilitasi Bimbingan dan Sertifikasi Halal  

LATAR BELAKANG 

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal : 
•Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal 
•Diberlakukan mulai Oktober 2019 

KRITERIA PESERTA HALAL 

1. Sudah memiliki TDI/IUI kecil serta sertifikat P-IRT 
2. Merupakan permohonan baru, bukan 

perpanjangan 
3. Belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikasi 

halal 

PEMBIAYAAN HALAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasar SK LPPOM MUI 
No.SK02/Dir/LPPOM 
MUI/I/13 

 
2019 Wajib Halal 
 
Arah Sinergi Dengan 
Daerah : 
  
Fasilitasi Sertifikasi 
Halal Di Setiap 
Daerah (Dekon) 
 
Prioritas : Makanan 
Olahan Hewani 
 

Fasilitasi Bimbingan dan Sertifikasi Halal  



15 

    Peluang dan Tantangan Pengembangan Industri Halal IV 

1. Populasi dunia yang meningkat  menjadi sekitar 7 Milliar menjadikan peluang bagi 
industri pangan Halal 
 

2. Konsumen semakin sadar terhadap pangan yang amam, sehat, dan halal 
 

3. Perkembangan teknologi proses industri pangan  dan bahan baku serta bahan 
pendukung pangan merupakan tantangan pemerintah dan lingkup akademik dalam 
menghadapi isu halal 
 

4. Untuk penyediaan pangan Halal di dalam perdagangan global, diperlukan 
harmonisasi dan pengakuan sistem halal antar negara 
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Dampak Penerapan UU JPH 

• Peraturan sertifikasi halal menjadi wajib akan menyulitkan dan membebani IKM. 
 

• Jumlah IKM Pangan sekitar 1 juta lebih pelaku usaha. Kapasitas lembaga sertifikasi masih belum 
memadai. Agak sulit jika harus sertifikasi dalam waktu serentak. 
 

• Proses sertifikasi yang  panjang bukan hanya akan menimbulkan masalah waktu sehingga menghambat 
kinerja industri, juga berdampak pada biaya. 
 

• Biaya sertifikasi halal yang menjadi keresahan tersendiri bagi pelakuusaha IKM. Terutama bagi mereka 
yang berada di level bawah atau mikro. 
 

• Membangun sistem jaminan halal di IKM merupakan tantangan sendiri terkait kesiapan SDM, 
infrastruktur,  komitmen, biaya. 
 

• Tantangan MUI dalam melayani jumlah IKM yg sangat besar dibandingkan kecepatan memfatwa halal. 
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